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ABSTRAK 
ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI 

ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN 
SEKSUAL 

(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG) 
 

Oleh: 
Intan 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi terhadap anak 
sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Empat 
Lawang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. 
Restitusi merupakan hak korban yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 
2018, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta 
diperkuat oleh Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan 
sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, serta wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Empat Lawang, 
masyarakat, dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar 
hukum restitusi telah diatur secara jelas, implementasinya di Kabupaten Empat 
Lawang belum berjalan efektif. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tidak 
terdapat satu pun permohonan restitusi yang diajukan maupun dikabulkan. Faktor 
penghambatnya antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat dan korban 
mengenai hak restitusi, minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, belum 
adanya SOP teknis di Kejaksaan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. 
 
Kata kunci : Anak, Kekerasan seksual, Restitusi, Kejaksaan, Perlindungan Korban
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ABSTRACT 
 

A LEGAL ANALYSIS OF REJECTION OF REQUESTS FOR RESTITUTION 
FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE 

(A STUDY AT THE EMPAT LAWANG DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE) 
 

By: 
Intan 

 
This study aims to analyze the implementation of restitution for child victims of 
sexual violence at the Empat Lawang District Attorney's Office and identify factors 
hindering its implementation. Restitution is a victim's right as regulated by Law 
Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, Government 
Regulation Number 7 of 2018, Law Number 35 of 2014 concerning Child 
Protection, and is reinforced by Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts 
of Sexual Violence and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. The research 
method used is empirical juridical, with a normative and sociological approach. 
Data were obtained through a literature review of laws and regulations and 
interviews with the Empat Lawang District Attorney's Office, the community, and 
victims. The results indicate that although the legal basis for restitution is clearly 
regulated, its implementation in Empat Lawang Regency has not been effective. 
Over the past three years, not a single restitution request has been submitted or 
granted. Inhibiting factors include a lack of public and victim knowledge regarding 
the right to restitution, minimal outreach from law enforcement officials, the 
absence of technical standard operating procedures (SOPs) within the Prosecutor's 
Office, and weak coordination between relevant institutions. 
 
Keywords: Children, Sexual Violence, Restitution, Prosecutor's Office, Victim 
Protection
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 
Kekerasan seksual selalu mendapat perhatian masyarakat karena 

penderitaan yang dialami korban, terutama penderitaan yang kemungkinan 

besar mengakibatkan trauma, kematian, maupun kerugian psikologis lainya. 

Pada hakikatnya kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang melanggar 

martabat kemanusiaan seseorang yang dilakukan secara paksa dengan 

memanfaatkan kerentanan, diskriminasi gender, ketidaksetaraan kekuasaan, 

yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang dapat 

mengakibatkan penderitaan kepada korbannya, baik berupa penderitaan fisik, 

psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.1 Hal 

ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO) 

bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan dengan 

maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual atau melakukan tindakan lain 

yang terkait dengan seksualitas seseorang, dengan cara memaksa, tanpa 

memperhatikan hubungan status pun yang dimiliki dengan korban.2 

Komnas Perempuan menunjukkan fakta bahwa korban tindak pidana 

kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak 

mengalami dampak negatif yang sangatlah serius dan traumatik, selain itu 

penderitaan yang dialami korban mungkin saja berlangsung seumur hidup. 

 
1 Ninik Rahayu, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia, (Jakarta: Bhuana 
Ilmu, 2021), hlm. 66 
2 United Nations, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, (New York: United Nations, 2017), 
hlm. 5-11 

UMB FH
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Dampak negatif yang dihadapi oleh korban diantaranya adalah dampak 

terhadap kesehatan fisik dan seksual, seperti gangguan reproduksi yang 

mengakibatkan  sakit  berkepanjangan  pada  alat-alat  reproduksi  bahkan 

terinfeksi penyakit seksual, gangguan fungsi seksual, baik kehilangan gairah 

seksual, menjadi hiperseksual dan berubah orientasi seksual.3 

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual ini tentunya juga diiringi 

dengan peningkatan permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual 

ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan data dari 

Laporan kinerja LPSK Tahun 2022, terdapat 536 permohonan perlindungan 

yang diajukan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah ini 

meningkat 25,82% dibandingkan dengan jumlah permohonan tahun 2021 yang 

berjumlah 426 permohonan. Selain itu LPSK pun menerima 99 permohonan 

perlindungan terkait kasus kekerasan seksual, jumlah ini 65% dari permohonan 

pada tahun 2021 yang berjumlah 60 permohonan.4 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual menetapkan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas 

ganti rugi dan layanan pemulihan.  Undang-undang ini mengatur bahwa ganti 

rugi meliputi pemberian kompensasi kepada korban, yang diwajibkan oleh 

pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan, sebagai penggantian 

atas kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya, termasuk kerugian 

 
3 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan 
Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, 
(Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 47-48 
4 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Kinerja LPSK 2022, (Jakarta: LPSK, 2023), 
hlm. 61-62 
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materiil dan immateriil.  Tidak semua kerugian yang dialami korban berhak 

atas klaim ganti rugi.  Ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pelaku meliputi 

restitusi atas kerugian harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan 

yang langsung terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, penggantian 

biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta ganti rugi atas kerugian lain 

yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. 

Selama penegak hukum terlibat dan bertindak dengan cara yang 

memprioritaskan kepentingan dan keuntungan terbaik korban, hak korban 

untuk mendapatkan ganti rugi tidak dapat sepenuhnya terwujud.5 Seperti 

halnya yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual pada perkara 

Nomor 64/Pid.B/2023/PN/ Blp, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar 

pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah). Perbuatan terdakwa terhadap korban tidak hanya mengakibatkan 

penderitaan fisik dan materil terhadap korban, melainkan juga mengakibatkan 

penderitaan psikis terhadap korban, di mana korban mengalami gejala depresi 

berat dan rasa trauma yang mendalam akibat perbuatan terdakwa sampai 

menimbulkan tindakan percobaan bunuh diri oleh korban, hal ini dibuktikan 

dengan kesaksian saksi ahli yang dialami gejala atau tanda depresi berat dan 

merasa trauma yang diakibatkan kejadian yang dialaminya. Kesaksian tersebut 

 
5 Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak 
Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesian Journal of Criminal Law and 
Criminology (IJCLC), Vol. 4, No. 2, (2023). hlm. 57-68. 
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juga dibuktikan dengan surat pemeriksaan ahli jiwa (psikologi klinis) tersebut. 

Di Kabupaten Empat Lawang Khususnya Di Tebing Tinggi, anak menjadi 

korban kekerasan seksual hingga mengalami depresi berat (stres) sampai 

sekarang, bahkan dampak lain yang ia rasakan. Namun dari kejaksaan Negeri 

Empat Lawang sendiri tidak melakukan restitusi kepada korban. Pelecehan 

seksual terhadap anak-anak telah dilaporkan berulang kali di Kabupaten Empat 

Lawang pada tahun 2024.  Kasus-kasus yang melibatkan pelecehan seksual 

terhadap anak-anak sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Empat Lawang, 

menurut Alfian Jauhari, Kepala Divisi Pidana kantor tersebut. Menurutnya, 10 

insiden kekerasan seksual, termasuk penyerangan, pemerkosaan, dan 

pelecehan, tercatat dalam data yang dipublikasikan. Insiden terkait narkoba dan 

senjata tajam, however, lebih jarang terjadi.  Dia mengatakan bahwa 10 kasus 

pemerkosaan dan penyerangan seksual sedang ditangani oleh Kejaksaan 

Negeri Empat Lawang. Ironisnya, pelaku pelecehan seksual adalah orang 

dewasa, sedangkan korban adalah anak-anak. Pemerintah Kabupaten Empat 

Lawang dan otoritas terkait lainnya akan bekerja sama dengan Kejaksaan 

Negeri Empat Lawang untuk memastikan bahwa kejahatan serupa tidak terjadi 

lagi. Namun, dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang 

ditangani oleh Kejaksaan Negeri Empat Lawang tidak mengimplementasikan 

atau mempraktikkan restitusi terhadap korban, yang seharusnya korban anak 

berhak mendapat hak ganti rugi, tetapi Kejaksaan Negeri Empat Lawang belum 

menerapkan restitusi hingga sekarang. 
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Melihat dampak kerugian dari terdakwa tersebut sudah seharusnya 

penegak hukum mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi korban 

dalam pemulihannya, salah satunya yaitu hak korban untuk mendapatkan 

restitusi sebagai penggantian kerugian yang dialami korban, sesuai yang diatur 

dalam Pasal 30 (2) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, faktanya dalam kasus ini penuntut 

umum tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan menuntut restitusi bagi 

korban dalam tuntutannya. 

Setelah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengatur pemberian 

kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.  Pelaku kejahatan 

atau pihak ketiga yang bertanggung jawab dapat memberikan kompensasi 

kepada korban atau keluarganya melalui restitusi, yang merupakan salah satu 

bentuk perlindungan. Tujuan pengadilan adalah untuk memberikan 

kompensasi kepada korban atas kerugian material dan immaterial yang mereka 

alami sebagai akibat dari tindak pidana.6 

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Kantor Jaksa Agung untuk 

melindungi hak-hak korban, khususnya anak-anak yang menjadi korban 

pemerkosaan, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan 

bahwa mereka tidak hanya dilindungi secara fisik tetapi juga secara emosional 

saat menjalani proses hukum.  Kantor Jaksa Agung juga merujuk korban ke 

layanan seperti konseling, perawatan medis, dan rehabilitasi.7 Kantor Jaksa 

 
6 Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca 
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, 
No. 2, (2022) 
7 Syarifah Rahmatillah, Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi 
Korban Perkosaan, Serambi Tarbawi, Vol. 10, No. 2, (2022). 
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Agung juga memastikan bahwa korban mendapatkan kembali uang mereka dan 

bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang pantas.8 

Proses pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan serius. 

Salah satu persoalan utamanya adalah ketiadaan aturan secara eksplisit 

menetapkan siapa yang harus menanggung pembayaran restitusi. Di samping 

itu, belum ada lembaga yang ditunjuk secara khusus untuk mengawasi dan 

memastikan eksekusi restitusi berjalan sesuai ketentuan. Akibatnya, penerapan 

mekanisme ganti rugi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku tindak 

pidana belum terlaksana secara maksimal. Masalah lainnya adalah belum 

adanya kejelasan hukum mengenai pihak ketiga yang diberi wewenang untuk 

melaksanakan keputusan pengadilan terkait pemberian restitusi kepada korban 

kejahatan.9 Korban menerima Rp7,43 miliar sebagai ganti rugi pada tahun 

2021, menurut data LPSK.  Namun, korban hanya menerima Rp279,53 juta, 

meskipun pengadilan memerintahkan Rp3,71 miliar.10 

Maka dari itu ketidakpatuhan pelaku dalam membayar restitusi 

menyebabkan hak korban terabaikan. Untuk mengatasinya, pemerintah 

memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, 

termasuk menyita harta pelaku, melalui perubahan Pasal 30 C Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kejaksaan berwenang melakukan 

 
8 Rizkal dan Mansari, Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam 
Kasus Jinayat Aceh, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, 
No. 2, (2019). 
9 Rofiq Hidayat, Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi, 
https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi- 
lt6225afec1a21b/, diakses pada tanggal 03 Mei 2025 
10 Nimatul Hidayati. Persentase Pembayaran Restitusi dan Tahun 2021, LPSK Fasilitasi 177 
Permohonan korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar, 
https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488 diakses pada tanggal 03 mei 2025 
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sita eksekusi guna memastikan pembayaran denda, pidana pengganti, dan 

restitusi sesuai putusan pengadilan, demi memenuhi hak korban dan 

menegakkan keadilan.11 

 
11 Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, Buletin 
Psikologi, Vol. 10, No. 1. (2022), hlm. 13-20 
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Saat ini, pelaksanaan restitusi dan kompensasi untuk korban masih belum 

berjalan efektif dan sering kali tidak memenuhi kebutuhan korban secara 

memadai. Oleh karena itu, Jaksa memegang peranan penting untuk 

memastikan bahwa korban kekerasan seksual benar-benar menerima haknya 

atas restitusi. Berdasarkan pasal 33 ayat 5 Undang-undang Tindak Pidana 

Kekerasan seksual (UU TPKS), Jaksa memiliki kewenangan untuk melelang 

harta pelaku yang telah disita sebagai jaminan apabila pelaku tidak membayar 

restitusi. Namun, peran Jaksa tidak hanya berhenti pada pelelangan. Jaksa juga 

harus terlibat sejak awal dalam proses penentuan besaran restitusi, memastikan 

perhitungannya sesuai dengan kerugian nyata yang dialami korban, serta 

mengawal agar restitusi tersebut benar-benar dilaksanakan hingga tuntas. 

Berdasarkan Uraian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Restitusi Bagi Anak Yang 

Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada Kejaksaan 

Negeri Empat Lawang)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut; 

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini? 

2. Apa faktor kendala dan hambatan sehingga pengajuan restitusi tidak 

terpenuhi (Studi pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restitusi korban pidana 

anak kekerasan seksual di Indonesia? 

2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan pada Kejaksaan sehingga 

pengajuan restitusi tidak terpenuhi? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya 

dibidang hukum pidana dan perlindungan korban, terkait dengan 

kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Memberikan masukan bagi kejaksaan dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan restitusi kepada korban kekerasan seksual. 

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait 

dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk perlindungan 

hak-hak korban. 

c. Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya 

peran kejaksaan dalam menegakkan hak korban kekerasan seksual 

melalui mekanisme restitusi. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini akan fokus dalam menganalisis kewenangan Kejaksaan 

dalam pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual, yang jarang 

dibahas secara mendalam. Penelitian ini juga memanfaatkan perubahan dalam 
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Undang-undang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan baru kepada 

kejaksaan untuk menyita harta pelaku guna memastikan pembayaran restitusi. 

Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi 

kejaksaan dalam melaksanakan restitusi. 

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang serupa atau 

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya: 

Tabel 1. Perbandingan Studi12 

 

 
12 Hendrik Dolok Tambunan, Pelaksanaan Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak yang 
Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Putusan PN Lubuk Pakam No. 312/PID.SUS-
ANAK/2019/PN LP, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, Medan, 2022 
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13 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban 
Tindak Pidana, Kertha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1, (2022) 
14 Gita Wahyu Ramadhani dan Subekti, Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 8/PID. SUS/2022/PN. SKH, Indonesian 
Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5, No. 1, (2025) 


